BAB I1

SEJARAH KEDATANGAN IMIGRAN DI AUSTRALIA

Sejarah kedatangan imigran

Australia merupakan negara di selatan dunia yang memiliki kekuatan
ekonomi mapan dan sosial politik yang mapan pula. Pada saat menjadi
negara baru, Australia tidak seperti negara baru lainnya yang masih butuh
banyak waktu untuk penyesuaian. Kemapanan ekonomi Australia menarik
banyak warga negara di seluruh dunia untuk memulai kehidupan baru demi

masa depan yang lebih baik.

Salah satu pandangan diatas sudah cukup memberi alasan manusia
perahu yang berdatangan ke Australia. Sebagian dari para imigran tersebut
datang menggunakan jasa agen di negaranya, yang menjanjikan jalur aman
bagi mereka untuk hidup di Australia. Sebagiannya memang merupakan
pencari suaka karena ada masalah tertentu di negara asalnya. Seperti
masalah domestik di Afghanistan yang pernah menjadi sebab melonjaknya
gelombang imigran dengan perahu ke Australia.

Menurut data, kedatangan manusia perahu ke Australia sudah ada
sejak tahun 1970an. Pengungsi dengan perahu pertama kali datang dari
Vietnam sebanyak 111 orang yang merupakan korban perang. Awalnya isu
ini menarik simpati warga Australia, namun kemudian berubah karena

dengan jalur ini selalu ada imigran illegal yang datang. Hingga pada
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akhirnya jumlah ini terus berkembang dan menjadi masalah besar di

Australia.

Pengertian Imigran dan Dasar Hukum Penampungan

Sebagian dari imigran yang datang ke Australia adalah pengungsi
dimana menurut UNHCR pengungsi adalah orang yang terpaksa
memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang
berdasar dan mengalami penindasan (persecution). Rasa takut yang berdasar
inilah yang membedakan pengungsi dengan jenis migran lainnya, seberat
apapun situasinya, dan juga dari orang lain yang membutuhkan bantuan
kemanusiaan. Karena pengungsi tidak dapat mengandalkan perlindungan
dari negara yang seharusnya memberi perlindungan kepada mereka, maka
untuk menanggapi situasi menyedihkan yang dihadapi pengungsi,
persiapan-persiapan khusus harus dibuat oleh masyarakat internasional

(UNHCR, 1998 : 1).

Hasil dari ketetapan UNHCR tersebut direspon dengan baik oleh
Australia. Meskipun hal ini sudah lama menjadi permasalahan di Australia,
karena imigran yang datang menggunakan kapal tanpa visa resmi, Australia
tetap memperhatikan perjanjian internasional ini. Manusia yang datang
dengan kapal ini dipahami bersama sebagai imigran, atau unauthorized boat
arrivals. Para pendatang dengan kapal ini tidak jelas statusnya hingga
membuat pemerintah Australia menaruh perhatian lebih pada salah satu isu

dunia tersebut.
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Lebih lanjut PBB menjelaskan bahwa orang-orang yang disebut
pengungsi wajib diberi bantuan oleh negara penerima. Menurut Deklarasi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1967 tentang Asilum Teritorial (UN.
Declaration on Territorial Asylum 1967), negara anggota dikenakan
kewajiban internasional untuk mengembangkan instrumen hukum
internasional untuk para pengungsi dan juga untuk memastikan bahwa
mereka diperlakukan khusus yang berkaitan dengan hak untuk bekerja,
jaminan sosial, serta akses terhadap dokumen perjalanan (UNHCR, 2005:

58).

Dasar hukum lainnya yang melekat dengan prisip kemanusiaan ialah
Konvensi tentang Status Pengungsi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967,
yang berbunyi “seseorang disebut pengungsi ketika ia memiliki dasar dan
ketakutan yang beralasan akan menjadi korban penyiksaan atas dasar ras,
agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, ataupun
karena opini politiknya, dimana ia kemudian berada di luar negara asalnya
dan tak dapat ataupun tak ingin kembali ke negeri asalnya karena alasan

akan menjadi korban penyiksaan (persecution)”.

Kemudian berdasarkan pasal 14 (1) Deklarasi HAM Universal 1948,
setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka dari negara
lain karena takut akan penyiksaan (well founded fear from persecution).
Setiap pencari suaka-pun memiliki hak untuk tidak diusir atau dikembalikan
secara paksa apabila mereka telah tiba di suatu negara dengan cara yang

tidak lazim. Prinsip ini kemudian dikenal sebagai non refoulement. Pasal 33
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(1) Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 menyebutkan bahwa negara-
negara peserta Konvensi ini tidak diperbolehkan utuk mengusir ataupun
mengembalikan pengungsi dalam bentuk apapun ke luar wilayahnya dimana
keselamatan dan kebebasan mereka terancam karena alasan ras, agama,
kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial ataupun opini politik

tertentu.

Prinsip non refoulement ini tidak hanya terdapat pada Konvensi 1951,
namun juga tercantum secara implisit maupun eksplisit pada Konvensi Anti
Penyiksaan (Convention Against Torture) pasal 3, Konvensi Jenewa IV
(Fourth Geneva Convention) tahun 1949 pada pasal 45 paragraf 4, pada
Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant
on Civil and Political Rights) tahun 1966 pasal 13, dan instrumen-instrumen
HAM lainnya. Lebih dari itu, prinsip inipun telah diakui sebagai bagian dari
hukum kebiasaan internasional (international customary law). Dalam arti,
negara yang belum menjadi pihak (state parties), atau belum meratifikasi 12
Konvensi Pengungsi 1951 pun harus menghormati prinsip non refoulement

ini.

Sebagai negara anggota, Australia tunduk pada konvensi PBB melalui
badannya UNHCR. Australia membantu mengakomodasi imigran yang
datang dengann alasan apapun dengan masing-masing kebijakan perdana
menterinya. Australia merasa memiliki tanggungjawab atas masalah ini,
meskipun di lapangan kebijakan terhadap imigran tidak selalu berpihak pada

mereka karena adanya pertimbangan kepentingan nasional negara.
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Australia bekerjasama dengan negara disekitarnya untuk menghadapi
masalah imigran. Seperti ke Indonesia, Australia menjalin kerjasama
maritim karena tidak sedikit yang ke Australia tanpa melewati perairan
Indonesia. Beberapa kali pernah terjadi ketegangan terkait isu ini terutama
dimasa Howard, apalagi pandangan Howard yang konservatif membawa

pada merenggangnya hubungan kedua negara.

Selain dengan Indonesia, Australia juga menjalin kerjasama dengan
Papua Nugini melalui presidennya. Kerjasama ini lebih terlihat di masa
pemerintahan John Howard dimana imigran diungsikan di Manus,
kepulauan di Papua Nugini. Volume untuk penampungan tidak pernah
dibatasi oleh pemerintah PNG karena ada kepentingan ekonomi terhadap

Australia.

Gelombang imigran ke Australia

Imigran gelap menjadi masalah besar di Australia sehingga butuh
strategi  khusus untuk menangani permasalahan tersebut. Meskipun
sesungguhnya gelombang kedatangan pencari suaka di Australia terbilang
rendah jika dibandingkan dengan negara maju lainnya. Menurut data hanya

2% pencari suaka di dunia yang mencari perlindungan di Australia.

Selama lima tahun terakhir, Amerika Serikat menjadi negara yang
menerima permohonan suaka terbanyak, yaitu sejumlah 311.700. Jerman
yang menduduki peringkat kedua selama rentang waktu lima tahun (2009-

2013) menerima 288.800. Diikuti oleh Perancis, Swedia, dan Inggris secara
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berturut-turut, yaitu 257.500, 183.800, dan 136.400. Australia berada di

peringkat ke-8 dengan jumlah permohonan sebanyak 71.680.

Namun, pada dua tahun terakhir, Australia mengalami peningkatan
permohonan suaka yang cukup signifikan, yaitu sebesar 37% pada periode
waktu 2011-2012 dan 54% pada 2012-2013 (UNHCR, 2012; 2013).
Peningkatan yang sangat drastis inilah yang kemudian menajadi pekerjaan

rumah besar bagi pemerintah Australia.

Gelombang imigran dengan kapal menuju Australia selalu berbeda
setiap tahunnya. Hal ini tentu dipengaruhi oleh banyak faktor baik internal
negara asal imigran, dan alasan eksternal yaitu dari dunia internasional
termasuk Australia sebagai negara yang akan dituju. Faktor dari internal
misalnya kondisi ekonomi negara, atau keamanna negara. Banyak dari
mereka yang meninggalkan negaranya dan pindah ke negara lain dengan
alasan krisis ekonomi dan ingin mendapatkan kesejahteraan di negara baru.
Imigran juga banyak yang merupakan korban peperangan di negaranya, hal
ini tentu membawa dampak meningkatnya gelombang migrasi ke luar

negeri.
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Gambar 2.1. Peta Rute Perahu llegal ke Australia

Pakistanis 2,354

AUSTRALI

(Sumber : Liberal Party of Australia & The Nationals, 2013: 17)

Gambar diatas menunjukkan beberapa negara pendatang Australia
dengan perahu pada tahun 2013. Dari peta terlihat pendatang dari negara
Irak, Pakistan, Sri Lanka, Iran, dan Afghanistan meskipun tidak semua
pendatang tersebut menuju Australia, namun ke Malaysia dan Indonesia.

Jalur yang dilewati oleh imigran untuk menuju Australia melewati
perairan Indonesia dan Malaysia. Tidak sedikit dari imigran yang memilih
menepi di perairan daratan Indonesia atau Malaysia karena sudah kehabisan
bekal di perjalanan sehingga tidak jarang dua negara ini dijadikan transit
oleh para imigran. Selain menjadi wilayah transit para imigran, daratan ini
juga menjadi negara yang tidak terencana untuk dimintai suaka oleh imigran

tersebut.
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Sehingga jumlah imigran yang ke Australia juga mempengaruhi
imigran yang datang ke Indonesia dan Malaysia. Dalam hal ini Australia
menjalin kerjasama dengan kedua negara agar tidak terjadi tumpang tindih
kebijaksanaan karena memang melewati jalur dalam (lautan negara
Indonesia dan Malaysia) lebih efisien dibandingkan dengan jalur perairan

lain.

Tabel 2.1. Data imigran dengan perahu sejak 1967 hingga 1995

Year Number of boats Number of people
1976 111
1977 868
1978 746
1979 304
1980 0
1981 30
1982-88 0
1989 1 26
1990 2 198
1991 6 214
1992 6 216
1993 3 81
1994 18 953
1995 7 237

Sumber : http://www.aph.gov.au
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Imigran yang datang ke Australia dengan perahu pertama kali adalah
masyarakat Vietnam pada tahun 1976. Dengan kapal, warga negara Vietnam
berjumlah 111 orang menuju daratan Australia. Faktor yang mendorong
kehadiran imigran Vietnam ini adalah perang yang disebut perang Indocina
kedua yang terjadi antara tahun 1957 dan 1975. Perang ini membawa
dampak migrasi besar-besaran bagi warga negaranya terutama ke Amerika
dan Australia. Di tahun berikutnya, jumlah imigran ini meningkat menjadi
868 orang. Diikuti tahun-tahun berikutnya yaitu berjumlah 746 orang dan

304 orang di tahun berikutnya, sesuai dengan data diatas.

Pada 1982 hingga 1988 tidak ada satupun manusia perahu yang datang
ke Australia. Data menunjukkan manusia perahu kembali datang ke
Australia pada tahun berikutnya yaitu tahun 1989 yang berjumlah 26 orang
dengan 1 perahu. Pada awalnya banyak yang dari Kamboja, tapi dalam
gelombang selanjutnya banyak diantara mereka dari Tiongkok bagian

selatan. (Betts, 2001)

Gelombang imigran masa John Howard

John Howard menjabat sebagai perdana menteri Australia sejak tahun
1996 hingga 2007. Dimasa kepemimpinannya, terdapat periode dimana
jumlah imigran meningkat drastis yaitu pada tahun 1999 hingga akhir tahun

2001. Mayoritas pendatang dengan perahu ini datang dari timur tengah.
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Peningkatan ini disebabkan oleh masalah politik domestik negara asal

imigran.

Tahun 1997 yang merupakan tahun pertama Howard menjabat sebagali
perdana menteri jumlah manusia kapal yang datang berjumlah 339 orang
dengan menggunakan 11 kapal. Kemudian jumlah ini terus meningkat
setelah tahun 1998. Kedatangan manusia perahu gelombang ketiga ini,
sebagian besar berasal dari Timur Tengah dan Afghanistan. (SBS News,

2013)

Tahun 2001 merupakan tahun terbaik bagi Howard karena pada saat
itu jumlah imigran berada pada titik terendahnya setelah beberapa tahun
mengalami kenaikan. Hal ini bisa jadi merupakan efek dari peristiwa kapal
Tampa. Setelah tahun 2001, jumlah imigran dengan kapal ini meningkat dan

terus mengalami fluktuasi.
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Tabel 2.2. Data manusia perahu era pemerintahan John Howard

Year

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Number of boats

19

11

17

86

51

43

Number of people (excludes crew)

660

339

200

3721

2939

5516

1

53

15

11

60

148

Sumber : http://www.aph.gov.au

Dari data diatas terlihat bahwa dimasa pemerintahan John Howard,

ada keberhasilan terhadap penekanan angka imigran dari 5516 orang pada

tahun 2001 menjadi hanya 1 orang di tahun berikutnya. Prestasi ini

merupakan hal besar bagi pemerintahannya karena setelah itu, jumlah

imigran perlahan meningkat.
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Gelombang imigran masa Kevin Rudd

Kepemimpinan Rudd dimulai pada bulan Desember tahun 2007
setelah mengalahkan John Howard melalui pemilihan umum Australia.
Kevin Rudd diwakili oleh Julia Gillard yang merupakan aktor wanita

pesaing Rudd di partai buruh Australia.

Gelombang imigran di tahun pertama masa kepemimpinan Kevin
Rudd berjumlah 148 orang. Jumlah ini juga merupakan sisa-sisa
kepemimpinan sebelumnya yaitu John Howard. Pada tahun berikutnya,

imigran dengan kapal meningkat tipis.

Kemudian pada tahun 2009 jumlah imigran melonjak tajam menjadi
2726 orang meningkat lebih dari 15 kali lipat dari jumlah tahun sebelumnya.
Kebijakan Kevin Rudd yang akomodatif di kalangan imigran menjadi salah
satu faktor peningkatan jumlah ini. Jumlah ini terus meningkat hingga pada

akhir tahun 2010 menjadi 6555 jiwa.

Gaya kepemimpinan Rudd yang lunak terhadap imigran membawa
harapan besar bagi imigran untuk berbondong-bondong datang ke Australia.
Hal ini tentu jadi faktor utama karena pada masa kepemimpinan sebelumnya
yaitu masa John Howard, kebijakan yang diambil berupa penahanan dan

pengusiran kapal dari lautan Australia.
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Tabel 2.3. Data manusia perahu era pemerintahan Kevin Rudd

2007 5 148

2008 7 161

Year | Number of boats Crew N(L;TC?E;:: free?/s))le
2009 60 141 2726

2010 134 345 6555

2011 69 168 4565

2012 278 392 17 204

2013 300 644 20 587

Sumber : http://www.aph.gov.au

Para imigran yang datang dibawa ke pulau Christmas sebagai pusat
penahanan Australia. Pada 31 Januari 2013, 47 persen tahanan adalah
warga negara Sri Lanka, 13 persen dari Iran dan 11 persen dari
Afghanistan. Dari kelompok penahanan tersebut, kelompok terbesar
adalah warga negara Iran (34 persen), diikuti warga Sri Lanka (18 persen)

dan warga Afghanistan (15 persen). (SBS News, 2013 )

Menurut tabel ada lebih dari 20 ribu jiwa yang mendatangi
Australia dengan kapal. Peningkatan ini sesuai dengan meningkatnya
jumlah imigran di dunia, dimana pada tahun 2013 menunjukkan bahwa
lebih dari 51 juta orang terpaksa mengungsi. Jumlah ini merupakan jumlah

tertinggi sejak perang dunia Il. (VOA Indonesia, 2014) Kenyataan tentang
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jumlah yang meningkat tajam di akhir masa jabatan Kevin Rudd
merupakan akibat dari permasalahan dunia. Sehingga bukan tidak semata
karena kebijakan Kevin Rudd atau Julia Gillard yang pada tahun tersebut

menjabat.

Imigran yang meningkat pada akhir masa jabatan Kevin Rudd ini
kemudian menjadi pekerjaan rumah bagi perdana menteri selanjutnya.
Data imigran di masa Kevin Rudd membuat banyak pihak mengkritisinya
karena seiring berjalannya waktu, jumlah itu justru bertambah bukannya
berkurang. Oposisi terutama menjadi penggerak opini masyarakat terhadap

jumlah imigran yang datang.

Ada pandangan yang mengatakan tentang faktor meningkatnya
jumlah imigran dimasa Kevin Rudd yaitu karena sikapnya yang halus
terhadap imigran. Hal ini bisa jadi benar karena media meliput kebijakan
apa saja yang keluar dari pemerintah. Kemudian hal ini dibaca oleh negara
lain termasuk imigran. Keterbukaan Kevin Rudd menjadi sinyal positif

bagi mereka yang memang sudah lama mengincar Australia.
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